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undang'undang Nomor 15 Tahrrn 2004 tentang pemeriksaan,
Pengeto(aan dan rertangsungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Reprrbrix rndonesia Tahun 2004 r,romor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik rndonesia Nonror *aa);

Undang-undang Nornort. Zs, Tahun zfJo4 tentang Sistem
Perencanarn pembanguna, Nasionat ( Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 20o4 Nomor rfi. Tambahan Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Nomor 442 t );

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republtk lndonesia Tahun 20o4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik rndonesia Nomor
4437), seba3rSlmana telah diubatr beberapa ka[i, terakhir dengan
undang-undang Nomor 12 ralrun 200g tentang perubahan Kedua
atas undangUrrdang Nomcr ]2 Tahun 20&t tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Reptrbtik lndonesia Tahun 200g Nomor
89, Tarnbahan Lemharap Nqgara Repubtik fndonesia Nomor
48441:'

undang'undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lemberan Negara Repuhtip. tndonesia Tahun 2004 Nonno r 126;
Tambahan Le.nbaran Negara Repubtik rndonesia Nomor 443s );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 .tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran 

,riegara,repubrik rndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik rndonesia
Nomor 4575l;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5g'l'ahun 2005 tentang pengetotaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik rndonesia
Nomor 45lB);

9. Peraturan Pemerintah Nomsr .rg rahun 2007 tentang pembagian

urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah
.Propinsi dan Pernenintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Repubtlk lndonesia Tahurr 2007 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik,lndonesia Nomor afill; ?

5.

t
6.

7.



10. Peraturan rl{enteri dalam Negeri Nomor 1

Pembentukan produk hukurn' Daerah;

11. Keputusan lllenteri pendidikan Nasonal
tentang PendirJan 

.sekotah

Tahun 2014 tentang

MEflIUTUSI(AN :
I

Mendirikan Unit Sekotah Baru ('USB ). dan tzin Operasionat Sekotah
i^enengah Atas ( StutA ) Negeri.Z Sano Nggoang sebagaimana
tercantum datar4 lampiran yang rnen pakan bagran tidak terpisahkan
dengan keputusan inl.

segata Biaya yang diketuarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada pemerintah, pemerintah provinsi Nusa
Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta
bantuan dari pihak tatn yang tidak mengikat.

Keputusan ini murai berraku sejak tanggar ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembati sebagaimana mestinya apabita
dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan datam penetapannya.

.ii
l+':

\:

Nomor 06At4nAOz

*,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
!r. '

q

Ditetapkan di Labuan Bajo ,' pada tanggat ....1t1....Vlnt. 2014

BARAT,

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:
1. l,tenterl Pendldlkan dan xebuadayaan Repubtik lndonesia di Jakarta;7. Direktorat Jendral Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timurdi Kupang;
4. Ketua 0PRD frwlry! rtuga Tenggara Ttmur dl futpang;
?. Kepata $nas Pendidikari dan lGbudayaan Prodiisi t&isaTqriggara Timur di Kupang;

7_. tnspektur pada lnspektorat )Gbupaten ltnnggarai gaia[oi Labuan BaJo;8. Kepata Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset 0aerah
Kabupaten lianggarai Barat di Labuan Bajo;

9. Kepata Dlnas Pendidikan, Pemuda aah Otitnaea Kabuoaten lutanooaraf Barat rti r ahuan Rain
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LAMPIRAN

PEI\IDrRHN ur{m sEKoLArr BARU ( usn } r}Ary rzrN opERAsIoNAL
SEKOfuTII MENEGAHATAS (SII{A ) NEGERI 2 SANO NGGOANG

KABUP^rril#Sg3f*, BARAr

: KEPUTUSAN BI,PATI MANGGARAI BARATNoMoR : ..1?.t.... t xny.i HK tzat4
TANGGAL ; ...1.y...,&!ni....., 2014

KECAMATAN TAET'N
BENDIRI

IZIN
OPERASIO

sA"Fro
NGGOANG

CH.DULA

BARAT,
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